
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 70 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 

Menim ang 

Mengingat 

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DE GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nom or 4 Tahun 
2016 ten ang Alih Fun gsi Sangga Kegiatan Belajar menjadi 
Sa tu an Pendidikan Non formal Sejenis dan Pasal 94 ayat (3) 
Pera turan B ati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 202 1 tentang 
Kedu ukan, Su unan Organis si, Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daerah, perlu m enetapkan Peraturan Bupa ti tentang 
Pembentu ka n, Susunan Organ isa si, Tugas da n Fungs i serta Tata 
Kerj a Sat an Pendid ika n N nform al Sangga r Kegia tan Belajar 
pada Dinas Pen d idika n dan Kebu dayaa n ; 

1. Un dang-Un ang Nom or 14 Tah u n 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabu paten dalam Lin gkungan Propinsi Djawa 
Ba rat (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 1950), 
sebagaim ana telah iubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 ten tang Pem bentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Ka upa en Su ban g dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik ndon esia Tahun 201 5 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 56 79); 

4 . Pera turan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten g Standar 
Nasional Pendidikan Lem baran Negara Repub ik donesia 
Tahun 2005 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negar Re blik 
Indon esia Nomor 4496) sebagaimana telah bebera ali 
diu bah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No or 13 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pera turan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar N sional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20 15 Nom or 45, Tambahan Lembaran Negara R publik 
Indonesia Nomor 5670) ; 

5 . Peraturan Pem erin tah Nom or 17 ahun 01 tentang 
Pengelolaan dan Penye enggaraan Pendidika (Lem baran 
Negara Tah n 20 10 Nomor 23 , Tamba han Lem ba ra n Negara 

omor 5 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 20 10 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nom or 17 Tah n 201 0 Tentang 
Pengelolaan da n Penyelen ggaraan P n 'di (L mbaran 
Negara Ta h u n 20 10 Nomor 112 , T bah an Lemb a Negara 
Nom or 51 57) ; 

6. Peraturan Pem erintah Nomor 18 Tahu n 20 16 tentang 
Perangka t Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu n 20 16 Nomor 114, ambaha Lem baran Negara 
Repu blik ln don sia Nomor 5887) ebagai a n telah diubah 

engan Peratura n Pemer intah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perang at Daera h (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahu n 2 9 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon esia Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar 
menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat Nomor 1453 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar 
Kegiatan Belajar; 



Menetapkan 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentu kan dan Susun n rangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah b err pa 
kali, terakhir denga n Peraturan Daerah Kabu aten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubah 1 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 0 or 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan erangkat 
Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

13. Peraturan Bupati Ta sikmalaya Nomo 39 ahun 20 .1 tentang 
Kedudukan, Susun a n Organisasi, Tugas a Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kab paten a si malaya 
Tahun 202 1 omor 39) ; 

14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nom or 51 Tahun 202 1 tentang 
Tugas dan Fungsi Dinas Pen did ikan dan Kebuday a . (Berita 
Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Tahu 2021 No or 51 ); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKA , SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KE J A SATUAN PENDIDlKAN 
NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELA R PADA DINAS 
PENDIDlKA DAN KEBUDAY AAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. 
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Tasikmalaya. 
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur 

pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. 
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah UPTD yang 

menangani urusan pendidikan pada kabupaten yang berbentuk satuan 
pendidikan nonformal sejenis. 
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7. Satuan Pendidikan Nonforrnal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF 
Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menye1enggarakan program 
pendidikan nonformal. 

8. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah 
layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat 
me1alui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, 
pendidikan ketera m pilan an pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 
pendidikan lain yang dituju kan untuk mengembangkan kem ampuan peserta 
didik. 

9. Progra Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya d isebut PAU adalah 
pr gram pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sam ai ngan 
u s ia 6 (enam) ta h un yang dilaku kan me1alui pemberian ran sangan 
pe d i ikan untu k membantu pertum buhan dan perkembangan jasmani dan 
rohani a gar a nak memiliki kesiapan dalam m em asuki pendidikan lebi 1 jut. 

Dengan Peratu an 
Kegiatan Be ajar 
Tasikmalaya . 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pa sal2 

Bu pati 1n1, diben u k Sa tuan Pend'dikan on mal Sanggar 
pada Din s Pen did ikan dan Keb daya n Ka upaten 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN 0 GANISASI 

Bagian P rta ma 
Kedu du kan 

Pa sal 3 

(1) SKB adalah Satu Pendidik Non form al sejeni di bawa Din s. 
(2) SKB dip imp in oleh Kepala S yang b ertanggung j awa b ke a a Kepala Dinas. 
(3) Kepala SKB a dalah Pamong Belaja r SKB yang d iberi tugas tam bahan sebagai 

Kepala. 
(4) Kepala Urusan Tata Usaha pada SKB d ijabat oleh ja batan pelaksana dan 

bertanggung jawab kepada Kepala SKB. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasa14 

(1) Susunan Organisasi SKB, terdiri a tas: 
a. Kepala SKB; 
b. Kepala Urusan Tata Usaha; 
c. Wakil Kepala SKB, terdiri atas: 

1. Wakil Kepala SKB Bidang Pembelajaran; 
2. Wakil Kepala SKB Bidang Pembinaan; dan 
3. Wakil Kepala SKB Bidang Pengabdian. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
e. Dewan Penyantun. 
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(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
Tugas 

Pasal 5 

SKB sebaga i satuan pendidikan sejenis sebagaimana dimaksud a la Pasal 2 
memp yai tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis , dan 
peng bdia n kepada masyarakat di bidang PAUD dan pendidikan masyar a t. 

Bagian Kedua 
Fun gsi 

Pasal 6 

Dalam enyelenggarakan tugas , SKB s bagaimana dim sud dala , asal 4 
mempunyai f ngsi: 
a. Pemb n tu k rombongan be1ajar program PAUD da Di m as; 
b . Penyelen ggara pembelajaran program PAUD da n Dikmas; 
c. Pembi b in g program PAUD dan Dikmas di masyarakat; 
d. Penge b g kurikulum, bahan ajar, dan media be1ajar mu atan lokal; 
e . Penyel n ggara eva luasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas; 
f. Penyel n ggara p rogram percontohan p rogram PAUD dan Dikmas; 
g. Penyelen ggara desa binaan progra PAUD da n Dikma s; 
h. Pe1aks n pen gabdian masyaraka t yang terkait den gan program P UD dan 

Dikma~ ; 

1. Pelaksana hubungan keIja sama dengan orang tua pesert 
masyara at; dan 

j. Pelaksana adminis trasi Sanggar Kegiatan Be1ajar. 

BABV 
R NCIAN TUGAS UN T 

Bagian Pertam a 
Kepala SKB 

Pasal 6 

idik dan 

(1) Kepala SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a 
mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan 
mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal di lingkungan SKB. 

(2) Dalam menye1enggarakan tugas pokok, Kepala SKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi SKB; 
b. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi SKB; 
c. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan SKB; 
d . Menyusun rencana keIja jangka menengah yang menggambarkan tujuan 

yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung penin gkatan mutu 
lulusan SKB; 
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e. Menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana 
kegiatan dan anggaran SKB berdasarkan rencana kerja jangka menengah; 

f. Menyusun rencana program SKB; 
g. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan; 
h. Melaksanakan pengembangan organisasi SKB sesuai dengan kebutuhan; 
1. Melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan SKB menuju 

organisasi pembelajar yang efektif; 
j . Melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB dalam 

rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optim a l; 
k. Mela sanakan pen gelolaan sarana dan p ra saran a SKB da lam rangka 

pendaya gunaan secara optim al; 
1. Me ksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka p n e maan 

peserta didik baru ser ta penempa tan dan pengembangan kapasitas 
d i ik; 

m . e aksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan 
pem elajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidika n nasion 

n. el ksanakan program percontohan program PAUD dan Dikma s ; 
o. elaksanakan pembimbin gan program PAUD dan Dikmas d i rna y akat; 
p. Mela sanakan program desa binaan PAUD dan Dikmas; 
q . M laksanakan penga bd'an m a syarakat yang terkai dengan rogram PAUD 

dan Dikmas ; 
r. Melaksanakan pengelolaan keuan gan SKB sesuai dengan tura n yang 

be laku dan p rinsip pen g lolaan yang akuntabel, transparan, da n efisien; 
s . Mel sanakan pengelolaan ketatausahaan SKB; 
t. Melaksanakan pengelola an sistem informa si SKB dalam m e a faatkan 

kem r juan teknologi info masi bagi peningka tan pe belajaran dan 
manajem en SKB; 

u. Mel ksa n akan pem onit ran (monitoring) , evalu as' d n pelaporan 
pela sanaan program kegiatan SKB; 

v. Melaksanakan h ubunga n kerja sarna dengan oran g tu a pe er -a didik dan 
masyarakat, dan dewan pendidikan; 

w. Melaksanakan sistem pen gen dalian internal; 
x. Melaporkan h asil pelak sanaan tu gas kepada Kepala Dina s; dan 
y. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya . 

Bagian Kedua 
Kepala Urusan Tata Usaha 

Pasal 7 

(1) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi 
kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, 
hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Urusan Tata Usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja; 
b. Melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran; 
c . Melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan 

pertanggungjawaban anggaran; 
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d . Me1akukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai; 
e. Melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja 

modal, dan pembayaran lainnya; 
f. Melakukan penge10laan data dan informasi pegawai; 
g. Me1akukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan; 
h. Melakukan kerja sarna di bidang pengembangan dan pemberdayaan 

pendidik dan tenaga kependidikan; 
1. Melakukan urusan penge olaan persura tan, perpustakaan, dan kearsipan; 
J. Me1akukan urusa n publikasi dan dokumen ta si; 
k. Me aku kan penyusunan rencan a kebu tuhan, pengadaan, pe nmaan, 

·nven tarisasi, penyimpanan, pen ghapusan, dan pendistribusi n rang 
ilik negara; 

1. M lakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kein ahan di 
lin g rungan skb; 

m. elak kan pengaturan penggunaa n sarana dan prasarana; 
n. elakukan penyimpanan dan pem e1iharaan dokumen urusan tata saha; 
o. Me1akukan penyusunan laporan u rusan tata usaha dan kons p laporan 

s b; 
p . Melaksanakan hubungan kerja sama dengan 0 ang tua pe rta d idik dan 

m syarakat; 
q. Melak sanakan tugas kedinasan lain nya yang d itugaskan 0 eh a t s ; dan 
r. Mela orkan hasil p aksanaan tu ga s epada K pala SKB. 

Bagian Ketiga 
Wa kil Kepala SKB 

Pasal 8 

(1) Wakil epala SKB seba gaimana dim aksud dalam Pa sal 4 ay t (1) huruf c 
adalah among belajar yang ditunjuk oleh Kepala SKB berdasarkan 
kompetens i yang dimiliki. 

(2) Jabatan Wakil Kepala SKB sebagaim ana d imaksud pad ayat 1) merupakan 
penugasan yang diserahi tanggung jawab mengoordinasi pelaksanaan tugas 
dan fungsi SKB. 

(3) Wakil Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab 
kepada Kepala SKB. 

(4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok , Wakil Kepala SKB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Mengoordinasikan kegiatan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian 
masyarakat; 

b. Mengoordinasi administrasi data dan informasi pe1aksanaan pembelajaran, 
pembinaan, dan pengabdian; 

c. Me1akukan kerja sarna dengan pemangku kepentingan dalam mendukung 
pelaksanaan pembelajaran, pembinaan, dan pengabdian masyarakat; 

d. Mengkoordinir pengadaan serta penge10laan data dan informasi terkait 
dengan pembe1ajaran, pembinaan, dan pengabdian; 

e . Memberikan bimbingan kepada para pamong belajar dalam melaksanakan 
pembe1ajaran, pembinaan, dan pengabdian masyarakat. 
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Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal9 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional SKB adalah pejabat fungsional Pamong Belajar. 
(2) Rincian tugas Pamong Belajar SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 

meliputi: 
a. Melakukan sosialisasi dan inisias' terbentuknya program-program PAUD 

dan Dikrnas; 
b. Melaksanaka n pembelajaran program PAUD dan Dikmas; 
c . Mela sanakan ad m inis trasi pembelajaran ; 
d. ela sanakan pengembangan perangkat pembelajaran program PA D dan 

Di as; 
e. el sanakan evaluasi pembelajaran; 
f. {sanakan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan D' a s; 

san akan pengabdian kepada masyarakat; dan 
h . Mela orkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB. 

(3) Peneta pan Kelom pok Jabatan Fun gsional sebagaiman a dimaksu d pada 
ayat (1) ilaksanakan sesuai dengan ketentu an perundang-un ga n . 

Bagian kelim a 
Dewan Penyantun 

Pasal 0 

(1) Dewan Penyantun seba gaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e 
berkedu dukan sebagai m itra dengan Sanggar Kegiata n Belaja r. 

(2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (diteta dengan 
Keput sa n Bupati a ta s u sulan Kepa la Dinas . 

(3) Dewan P n antun seba gaimana dimaksu d pada aya (1) haru memiliki 
kriteria: 
a. Memiliki ketua organisasi yang m empunyai tuga s relevan dengan tugas 

SKB; 
b . Memiliki kemampuan dan kemauan dalam memberikan dukungan kepada 

SKB; 
c . Tidak bersifat partisan; dan 
d. berjumlah minimal 3 (tiga) orang. 

(4) Unsur yang dapat menjadi Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini; 
b . Ketua Dewan Pendidikan; 
c. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah; 
d. Ketua Himpunan Penyelenggaraan Pelatihan dan Kursus Indonesia; 
e. Ketua Kamar Dagang Indonesia; 
f. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. 

(5) Rincian tugas Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. Membantu mencari peluang-peluang bagi program di SKB; 
b. Memberikan dukungan akses dan jejaring bagi program SKB; 
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c. Membantu SKB dalam upaya memperoleh dukungan pendanaan, saran a 

prasarana, dan tenaga pendidik; 
d. Memberikan saran, arahan, dan pembinaan untuk melaksanakan tugas 

dan fungsi SKB sekaligus meningkatkan peran SKB; 
e. Memberikan pendampingan bagi SKB dalam melaksanakan tugas; dan 
f. Memberikan solusi apabila SKB menghadapi permasalahan dalam 

melaksanakan tugas. 

BABVI 
TATA KERJ A 

Bagian Pertama 
Um u m 

Pasal 11 

(1) Hal- al yang menjadi tugas pokok Satuan Pen didikan Nonfo a l SKB 
merupa kan satu kesatuan yang satu sa rna lain tidak dapat . p isahk n. 

(2) Pelak a n aan tugas pokok da n fungsi UPTD Sa an Pendidikan Non£ r al SKB 
serta kegiatan operasionalnya dila ksanakan oleh jaba ta fungsio al dan 
Ke1om pok Jabatan Fungsional menurut bidang t gas ya rna ·n g-m sin g. 

(3) Kepala SKB berada di bawa dan bertan ggung jawa b kepada Ke a a Din as. 

(4) Setiap pegawa i d i lingkun g UPTD Satu an Pendidikan on or a SK berada 
di ba ah dan berta n ggung jawab kepa da Kepala SKB. 

(5) Dalam m elaksanakan tugas setiap pegawai sebagaimana dim su d pada 
ayat (4) harus menegakkan prinsip koordin a si, integrasi, sinkroni asi dan 
simplifika si b aik secara vertika l mau p u n horizontal. 

Bagia n Kedua 
Pela poran 

Pa sal12 

(1) Kepala SKB haru memberika n lapor a n tenta ng pelaksan a a n t gas pokoknya 
secara teratur, jelas dan tepa t pada waktunya kepada Kepala Dinas. 

(2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Non formal SKB harus 
mengikuti dan mematu h i petunjuk dan bertanggun g jawab kepada Kepala 
SKB serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

(3) Setiap laporan dari bawahan yang diterim a oleh Kepala SKB, wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah Dinas. 

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketiga 
Hal Mewakili 

Pasal 13 

Dalam hal Kepala SKB berhalangan, Kepala SKB dapat menunjuk Wakil Kepala 
SKB. 
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BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 14 

Pembiayaan Sanggar Kegiatan Belajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal15 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat ya ng ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 6 2 Tahun 201 7 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Satuan Pen didikan Nonformal Sanggar Kegiatan Bela'ar pada Dinas Pendidikan 
dan Kebu dayaan dicabut dan d 'nyatakan t idak berlaku. 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini m ulai berlaku ada tanggal diundangkan. 

Agar setia p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan pen empa tannya da lam Berita Daerah Kabupaten Tasikm alaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pad a tangga14 Oktober 2021 

MO"'~L.,~D ZEN 

Ditetapkan di Singa parna 
pada tangga1 4 Okto r 021 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 70 
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LAMPIRAN 
NOMOR 
TENTANG 

11 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

70 TAHUN 2021 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL 
SANG GAR KEGIATAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
SA UAN PENDIDlKAN NONFORMAL 

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 
PADA DINAS PENDIDlKAN DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATE TASIKMALAYA 

,--_K_E_PA_ L-t-
A
_

S
_
KB
_--, - - - - - - - - - - - L-I_PE_~_~_:_~T_NU_N----, 

K ELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAI, 

Pamong Belajar 

Keterangan : 
= Garis komando 
= Garis koordinasi 

-- -- ----- = Garis kemitraan 


